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vPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik
dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
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ص ṣad ṣ Es (dengan titik
dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik
dibawah)
ط ṭa ṭ te(dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet(dengan titik
dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ƿ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan
yā̓̓
Ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harakat
dan
Huruf
Nama Huruf
dan
tanda
Nama
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif
atau yā̓̓
ā a dan garis
di atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis
di atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis
di atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
xKata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
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kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
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B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
Nama : Dhita Mita Ningsih
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Judul : PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA
KLAS IIB RABA BIMA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (STUDI KASUS RUTAN KLAS IIB RABA
BIMABIMA)
ABSTRAK
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimana
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna
Mencegah Pengulangan Tindak Pidana. Kemudian dijabarkan kedalam submasalah
yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan
tindak pidana. dan hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana
dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan narapidana
di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima Guna Mencegah Pengulangan Tindak
pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Field Research kualitatif. Penelitian
ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap petugas Rutan dalam membina warga
binaan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima tidak berjalan dengan maksimal dan
terjadi kendala yang tidak begitu serius hanya saja kendala yang terjadi di dalam
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima  yaitu sumber daya manusia yang tidak
memadai, banyaknya peralatan atau fasilitas yang rusak, dan kurangnya petugas
Rutan dalam bidang pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat agar dapat
merubah stigma terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana
dapat diterima kembali di masyarakat.
Peneliti berharap agar selama pelaksanaan pembinaan narapidana tercukupi
sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumbangan dana dari pemerintah juga
menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, memperbaiki
segala peralatan yang rusak dan penambahan petugas pembinaan narapidana agar
pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang
dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan
dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut
secara sistematis dalam bentuk undang-undang dan perangkat aturan pendukungnya
baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem
pemasyarakatan, dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa: “Sistem
pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.1
Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya
ialah salah satu lembaga, yang dahulu juga di kenal sebagai rumah penjara, yakni
dimana tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu
oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.
Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan
oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa beliau dalam
1Aris Irawan,“Proposal Penelitian Efektifitas Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga
PemasyarakatanKelasIIBbiaro(StudiKeberadaanMantanNarapidanadiMasyarakat)”,BlogArisirawan,
https://arisirawan.wordpress.com/2010/09/08/penelitian-tentang-pembinaan-narapidana (20 November
2016).
2ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963, yakni di dalam
pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari
pidana penjara, yakni di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena
hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia
menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan
perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan2.
Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu
suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah
diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam praktik
ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana-
sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini digunakan
sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan itu, masih tetap merupakan
peraturan-peraturan yang dahulu kala telah dipakai orang sebagai pedoman untuk
melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.
Walaupun orang belum mampu membuat suatu peraturan yang baru untuk
menggantikan Ordonansi tanggal 10 Desember 1917 Staatsblad Tahun 1917 Nomor
708 yang juga dikenal dengan sebutan Gestichtenreglement, yakni peraturan yang
hingga kini masih di pakai sebagai dasar untuk melakukan pemasyarakatan di
lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi orang patut memberikan
pengahargaan pada usaha Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman
RI, yang telah berusaha menyesuaikan perlakuan terhadap narapidana di lembaga-
lembaga pemasyarakatan di Indonesia dengan tujuan pemasyarakatan.Untuk maksud
tersebut oleh Direktotat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM telah
2Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 165.
3diterbitkan suatu suatu petunjuk pelaksaan pembinaan narapidan di dalam lembaga,
yang disebutkan manual pemasyarakatan3.
Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat
dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi
sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia
berpedoman pada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang
dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam
hal-hal apa kepada seseorang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan
dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang
yang disangka telah melanggar larangan tersebut4.
Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public
tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat sebagai suatu kolektivitif dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya
atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok
orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut
antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan
masyarakat5.
3Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. h. 165.
4Octavia Sri Handayani, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah
Pengulangan Tindak Pidana Recidive Di Lapas Kelas II Asragen” 2010.
5Ardy ,“Tujuan Hukum Pidana” https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/11/tujuan-
hukum-pidana (20 November 2016).
4Nyatalah bahwa hukum pidana (Materiel) sebagai substansi yang dijalankan
dengan kata-kata karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.
Moeljatno, seorang ahli sarjana hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil
adalah hukum pidana sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau di
lakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang
melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa pada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.6
Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan
bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan
kemandirian. Semua ini dilakukan bawasanya narapidana merupakan masyarakat dari
bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya
hak untuk hidup hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.
Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan
jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan
watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab
kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian
6Andi Hamza, “Asas-asas Hukum Pidana” http://andruhk.blogspot.co.id/2012/07/asas-asas-
hukum-pidana.html (21 November 2016).
5diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat
kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Perkembangan tujuan pembinaan narapida berkaitan erat dengan tujuan pembinaan.
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:
a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun
Bangsa dan Negara
c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan
kebahagian di dunia maupun di akhirat
Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak
sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat.
Dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup
yang tumbuh dimasyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas
pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan
tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku seperti yang
diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU pemasyarakatan mengenai hak-hak
narapidana dan dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaiamana seharusnya narapidana diberlakukan
dengan manusiawi dalam satu sistem pemidanaan yang terpadu.
Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Bima masih berada jauh dibawah standarisasi nasional, masih banyak
terjadi penyimpangan dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan yang terbesar.
6Sebagai contohnya adalah peristiwa yang dilakukan oleh narapidana hingga
berujung pada pembakaran sejumlah fasilitas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba
Bima yang terjadi pada tanggal 28 Febuari 2012.
Kerusuhan yang diwarnai aksi pembakaran tersebut bermula dari peristiwa
penusukan pada narapidana yang dilakukan oleh narapidana lain terkait adanya
perlakuan khusus atau sikap diskriminasi oleh petugas Pemasyarakatan yang
dianggap tidak adil.
Sementara itu, faktor internal terkait dengan terjadinya kerusuhan terbaik
dikarena terbatasnya jumlah petugas keamanan dan Pemasyarakatan, minimnya
Sumber Daya Manusia petugas Pemasyarakatan dan kurangnya pemahaman dari
petugas Pemasyarakatan  terhadap P.P.L.P (Peraturan Penjagaan Lembaga
Pemasyarakatan) yang wajib dibawa dan dipahami ketika melakukan pengawasan
terhadap narapidana.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagaimana
cara pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan
tindak pidana, penelitian ini juga peneliti akan mengkaji bagaimana cara sipir
membina narapidana untuk membentuk suatu karakter yang baik dimasyarakat, agar
nanti tidak melakukan pengulangan kejahatan.
2. Deskripsi Fokus
Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha untuk
pembinaan kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab,
7atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang di berikan kepada anak
yang tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih cepat untuk membantu anak agar
cakap dalam melaksanakan tugas hidup sendiri, pengaruh itu datangnya dari orang
dewasa (diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku pintar hidup sehari-hari,
bimbingan dan nasehat yang memotivasinya agar giat belajar), serta di tujukan
kepada orang yang belum dewasa.
Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan
atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menrut
kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani
hukuman karena tindak pidana); atau terhukum.
Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.(Pasal 1 Angka 3 UU RI
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).Sebelum dikenal istilah Lapas di
Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah
yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah
pengulangan tindak pidana?
2. Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan pembinaan  narapidana dalam
rangka mencegah  pengulangan tindak pidana?
8D. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam rangka mencegah
pengulangan tindak pidana
b. Mengetahui hambatan pelaksanaan pembinaan  narapidana dalam rangka
mencegah  pengulangan tindak pidana
2. Kegunaan Hasil Penelitian
a. Kegunaan Teoritis, Untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang
hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
b. Kegunaan Praktis, Dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat
mengetahui pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan guna
mencegah pengulangan tindak pidana.
c. Dapat digunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam penelitian.
E. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan pembinaan narapidana di
lembaga pemasyarakatan guna mencegah pengulangan tindak pidana., peneliti
menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus
pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:
1. Pertama, buku yang berjudul “Hukum Penitensier” P.A.F. Lamintang, dan
Theo Lamintang. Yang membahas tentang pengertian Hukum Penitensier,
Pidana dan Pemidanaan, Tindakan dan kebijaksanaan .7
7Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 291.
92. Kedua, buku yang berjudul ”Hukum Pidana Islam“ Zainuddin Ali. Yang
membahas tentang sumber, unsur, dan ciri-ciri hukum pidana Islam, perbuatan
membunuh,perbuatan mencuri, penodong, perampok, penipu dan korupsi.8
3. Ketiga, skirpsi yang berjudul ”Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam
Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)“ yang di selesaikan
pada Tahun 2010 oleh OCTAVIA SRI HANDAYANI. Dalam skripsinya
membahas mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, dalam skripsi ini
juga kebanyakan mengambil ruang lingkup, teori dan dasar hukum tentang
pelaksanaan pembinaan narapidana, sedangkan dalam penelitian kali ini,
peneliti tidak hanya meneliti dari segi pelaksanaan pembinaan narapidana
akan tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
pembinaan narapidana.9
4. Jurnal Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan.
Dalam jurnal ini membahas mengenai segala bentuk pembinaan dan segala
masalah yang terjadi di dalam Lapas, baik mengenai Napi yang kabur dari
Lapas, daftar pemilik sel mewah di Lapas, Lapas kelebihan kapasitas. Jurnal
ini tidak hanya membahas tentang kriminalitas yang tinggi ada juga hal unik
yang terjadi di dalam Lapas seperti ada Al-Qur’an raksasa buatan Narapidana,
Ratusan Napi ikutan khataman Qur’an
8Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam.(jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 15. 139.
9Oktavia Sri Handayani, Pelaksanan Pimbinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah
Pengulangan Tindak Pdana Recidive (Sragen: Skripsi, 2010), h. 64.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Pembinaan Narapidana
Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
Tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Menyatakan pengertian pembinaan
adalah pembinaan meliputi tahanan. Pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan
bimbingan klien.
1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan
sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang
berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan
meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan diluar
tembok.1
Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagi proses, cara, pembuatan
membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memeperoleh
hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 655).2
1Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan, http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III,  (Jakarta: Balai
Pustaka 2001), h. 655.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk
corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil
guna memperoleh hasil yang baik.
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka
pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
1) Umur
2) Jenis kelamin
3) Lama pidana yang dilakukan
4) Jenis kejahatan dan
5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan
pembinaan.3
Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan
narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang
pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap
narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara
penempatan ataupun penetapan. Satu-satunya derita yang dialami
narapidana adalah hanya di batasi kemerdekaannya untuk leluasa
bergerak di dalam masyarakat bebas.
3Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan
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3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka
pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk
mrenumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat
dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para
narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar
pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi
peluang jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah
berdasarkan pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus
dinamakan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping
meningkatkan pemberian pendididkan rohani kepada mereka disertai
dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercyaan yang
dianut.
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar
bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri
keluarga dan lingkungan, kemudian di bina dan di bimbing kejalan
yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang
memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang
percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa  membatasi kemerdekaannya
dalam waktu tertentu.
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10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan
sarana yang diperlukan.4
Kebutuhan akan pedoman-pedoman berlaku yang akan dapat memberikan
pegangan bagi manusia, antara lain. Menimbulkan norma atau kaedah. Norma atau
kaedah tersebut. Dari sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap
perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah merupakan
patokan. Patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Adanya peraturan-
peraturan hukum yang harus di patuhi penguasa yang membuat hukum tidak
bermaksud untuk menyusun peraturan-peratuan untuk dilanggar oleh karena
peraturan-peraturan hukum yang dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan
problema-promblema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang
sudah ada di masyarakat.
Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita
diatur perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam pelanggaran dan kejahatan.5
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Lembaga Pemasyarakatan pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan, http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id
5Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Cetakan pertama.
(yogyakarta: Graha Ilmu 2010), h. 70-72
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5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
yang berlakunya.6
Kesadaran manusia terhadapap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya
nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak
manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian
HAM bukan hal yang baru lagi. Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati
dan mengakui HAM komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap
pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan
pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan
Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara
6Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan
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pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidaan dalam tata peradilan
pidana.
Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-
hak Sipil dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi
Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang Kejam tidak
manusiawi dan merendahkan martabat manusiawi), Standar Minimum Rules For The
Treatmen Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang
menjalani pidana).
Pada tahap pelaksanaan putusan HAM yang di inrodusir menjadi hak
narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan
terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua
orang yang kehilangan kebebasannya, diperlukan secara berperikemanusiaan dan
dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara
harus harus di dasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah
reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar dibawah umur harus
dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha
dan status hukum mereka.
Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard
Minimun Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum
Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi:
a. Buku register;
b. Pemisahan kategori Napi;
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c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
g. Makanan yang sehat;
h. Hak untuk berolahrga di udara terbuka;
i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
j. Hak untuk diperlukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap
indisipliner;
k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk
mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.7
Dari apa yang tertulis diatas, dapat di lihat bahwa masih banyak aturan-aturan
yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang
Perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk di adopsi ke dalam
hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.
7http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html
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B. Pengertian Rumah Tahanan Negara
Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan
selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Didalam rumah tahanan negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agug. Rumah Tahanan Negara dikelola oleh Departemen Kehakiman.
Selanjutnya Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
Penghuni Rumah Tahanan Negara bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang
tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau
tidak oleh hakim.
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995,
narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan. Penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan
itu terdiri dari:
1. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
2. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
3. Orang-orang yang disandera.
4. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana
kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga
pemasyarakatan.
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Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam
lembaga pemasyarakatan itu ialah :
a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
c. Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan
negeri setempat;
d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan;
e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan
ke lembaga pemasyarakatan secara sah.8
Menurut (Yuliati dkk, 2003) jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas
berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu :
1) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive Institution
and Enacted Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh
dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan
sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni
Basic institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan
lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata
tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi
pelengkap.
3) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned
Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan
8Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan
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kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua
ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa
pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
4) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and
Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum
dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua
merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.
5) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and
regulatif Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan,
sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di
masyarakat.9
C. Usaha Memperbaiki Kehidupan di Dalam Rumah Tahanan Negara
Pasal 23 KUHP telah menentukan bahwa orang yang di pidana dengan pidana
kurungan atas biaya sendiri dapat mengusahakan perbaikan bagi kehidupannya,
sesuai dengan peraturan yang ada dalam ordonansi.
Peraturan tersebut ternyata terdapat di dalam Bab ke-XIII dari ordonansi
tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad Tahum 1917 Nomor 708 yang juga dikenal
sebagai Gestichtenreglement.
Pasal 93 ayat (1) dari Gestichtenreglement selengkapnya berbunyi sebagai
berikut.
Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kunnen de gegizelden,
devoorlopig aangehoudenenen detot hectenis veroordeelden, desverkienzende,
voor eigen rekening in voeding en ligging voorzien en ziech alles verschaffen,
9http://info-peternakan.blogspot.co.id/2012/10/jenis-dan-fungsi-lembaga-
kemasyarakatan.html
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wa tot verzachting van hun lot kan strekken. (Dengan memperhatikan
ketentuan dari peraturan ini, atas biaya sendiri orang-orang yang disandera,
orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dan orang-orang yang
dipidana dengan pidana kurungan, apabila mereka menghendaki dapat
mengusahakan makanan, alat-alat tidur, dan lain-lain, yang kiranya dapat
meringankan penderitaan mereka).10
Ketentuan yang sifatnya menguntungkan bagi orang-orang yang yang di
kenakan penahanan sementara, ternyata tidak dijumpai di dalam ketentuan yang
mengatur masalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Apalagi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) dari
Gestichtenreglement, yang berbunyi sebagai berikut ini.
Aan de gegijzeldenen voorloping aan aangehoudenen wordt bovendien alles
vergund, watme deordein degevangenis, hunne bewaking ende bepalingen ven het
huishoudelijk reglement dergevangneis, waaring zijzijn opgenomen, niet
onverenigbaar is. (Kecuali dari itu kepada orang-orang yang di sandera dan kepada
orang-orang yang dikenakan penahanan sementara dapat di izinkan untuk
mendapatkan apa saja, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban,
dengan penjagaan terhadap diri mereka dengan kentuan-ketentuan di dalam aturan
rumah tangga lembaga dari lembaga permasyarakatan di mana mereka ditutup).11
Apakah dengan demikian usaha untuk mendapatkan perlakuan yang lebih
manusiawi bagi orang-orang yang dikenakan penahanan sementara atau setidak-
tidaknya yang mempunyai sifat yang sama dengan perlakuan yang di kehendaki oleh
Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dari Gestichtenreglement kemungkinannya sudah
menjadi tertutup bagi kita di dalam era KUHAP yang katanya ingin melindungi hak
asasi manusia dan ingin mengatur perlindungan bagi harkat dan martabat manusia?
10Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, h. 257.
11Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, h. 258.
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Ternyata di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana masih terdapat
sedikit celah yang dapat di manfaatkan untuk menciptakan ketentuan yang lebih
manusiawi dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 93 ayat 1 dan ayat 2 dari
Gestichtenreglement yang apabila kesempatan terakhir itu ternyata telah tidak dapat
di manfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Pembentukan KUHAP dengan
peraturan-peraturan pelaksaannya secara nyata merupakan suatau kemunduran bagi
perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan sementara, baik yang
dilakukan oleh para penyidik maupun yang dilakukan oleh para penuntut umum.
Celah sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah ketentuan yang telah
diatur di dalam pasal 23 ayat (1) dan peraturan pemerintah No 27 tahun 19983 yang
mengatakan, bahwa kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan
pedoman yang di tentukan oleh Menteri.
Walaupun hanya sekedar suatu pedoman, tetapi pedoman yang akan dibuat
oleh Menteri Hukum dan HAM mempunyai arti yang sangat besar bagi adanya suatu
perlakuan yang lebih manusiawi terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan
sementara di negara hukum Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, hingga
wajarlah apabila perlakuan terhadap orang-orang yang dikenakan penahanan
sementara pada khususnya, dan perlakuan terhadap orang-orang tahanan pada
umumnya di Indonesia itu haruslah lebih baik dari perlakuan yang dapat mereka
peroleh di negara yang manapun di dunia.12
12Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, h. 259.
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D. Hukum Pidana Islam dan Pembinaan Narapidana
Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh
Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari
al-Qur’an dan hadis.13 Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan
perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis.
Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam
dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia unuk
melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai
pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang
lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.
Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
Al-Qur’an merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-
Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara
dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash
(tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi
hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas
adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku
yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang bersifat janda atau
sudah menikah hukumannya adalah rajam.
13Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), h. 86
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Asas-asas Hukum Islam
Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah
kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, juga berarti
alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan.14 Oleh
karena itu, bila kata “asas” dihubungkan dengan kata “hukum” sehingga menjadi asas
hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan
dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan
pelaksanaan hukum. Hal itu berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala
masalah yang berkenaandengan hukum. Asas hukum pidana. Asas hukum yang
sempat dibicarakan disini alah sebgai berikut:
Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari
pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya:
a. Asas Legalitas
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran
dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.
Asas ini berdasarkan al-Qur’an Surah al-Isra’/17: 15 ; dan Surah al-
An’am/6: 19 ;
                     
           
14H. Moh. Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia
(Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 112
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Terjemahnya:
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya
dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang
yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan
meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.15
                    
                
                    
Terjemahnya:
Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah".
Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan al-Qur’an ini diwahyukan
kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada
orang-orang yang sampai al-Qur’an (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu
mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku
tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha
Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan
(dengan Allah)".16
Kedua ayat yang di ungkapkan tersebut, mengandung makna bahwa al-Qur’an
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menjadi peringatan (dalam
bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam
hukum Islam sejak al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad
Saw.
15Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I: Bandung: PT. Syamil Qur’an,
2012, h. 283
16Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 130
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b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain
Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia,
baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan
imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat pada dalam Surah al-
Muddassir/74: 38 ;
     
Terjemahnya:
“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.17
c. Asas Praduga Tak Bersalah
Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang
yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak betrsalah
sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan
tegas kesalahannya itu. Asas ini di ambil dari ayat-ayat al-Qur’an yang
menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan
pada orang lain yang telah disebutkan.18
Hukum syara’ menurut ulama ushul ialah (kitab) syari’ yang bersangkutan
dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih
atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqih hukum syara ialah
efek yang di kehendaki oleh kitab syari’ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan
mubah syariat menuntut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-
hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum
17Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 578
18Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, h. 7
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yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang
berhubungan dengan amaliyah.
Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan
oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan
dengan tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama
manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan
kehidupan.19
Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat
al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencangkup seluruh ajaran Islam, meliputi
bidang aqidah. Ibadah akhlaq dan muamallah (kemasyarakataan). Syari’ah disebut
juga syara’, millah dan diin.
Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang
wajib ditunjuk (di taati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syari’at meliputi:
1. Ilmu Aqoid ( Keimanan )
2. Ilmu Fiqih ( Pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq ( Kesusilaan ).20
Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam
adalah syariat yang berarti hukum-hukumyang diadakan oleh Allah untuk umatnya
yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan
(Aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan, bertujuan untuk
menciptakan masyarakatan yang madani, aman, nyaman dan terkendali hukum dibuat
19http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html
20http://www.suduthukum.com/2017/07/pengertian-hukum-islam.html
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sebagai pembatas atas tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga
perlu media untuk melindungi orang lain dari orang yang tidak bertanggung jawab
tersebut. Hukum Islam hukum bisa berdasarkan atas kesepakatan adat, ketetapan
daerah ataupun ketetapan agama. Salah satu hukum yang berafiliasi adalah hukum
yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil
agama Islam. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan
sebagainya. Hukum Islam hanya ditujukan kepada orang-orang yang beragama Islam
dan tidak ditujukan kepada orang yang non-Islam. Jika ada orang islam yang
melanggar hukum Islam orang itu harus diadili sesuai dengan ketentuan dalil-dalil
agama Islam, ada beberapa sumber yang menjadi landasan dalam membuat ketetapan
hukum Islam. Sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam. Kitab tersebut diturunkan kepada
Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikar jibril. al-Qur’an
memuat banyak sekali kandungan. Kandungan-kandungan tersebut berisi
perintah, larangan, anjuran, ketentuan dan sebagainya. Al-Qur’an menjelaskan
secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar
tercipta masyarakat yang madani. Maka dari itu ayat-ayat al-qur’an inilah
yang menjadi landasan-landasan utama untuk menetapkan suatu hukuman.
2. Hadis
Hadis adalah segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik
berupa perkataan, perilaku, dan sifat beliau. Hadis menjadi landasan sumber
yang paling kuat setelah al-Qur’an. Nabi Muhammad menjadi sosok yang
paling sentral bagi umat Islam karena umat Islam meyakini bahwa segala
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perbuatan Rasulullah tidak sedikitpun yang bertentangan dengan al-Qur’an
dan beliau terbebas dari kesalahan.
3. Ijma ( Ulama Ijma )
Ulama adalah kesepakatan ulama yang mengambil simpulan berdasarkan
dalil-dalil al-Qur’an atau hadis. Para ulama mengambil ijma karena dalam al-
Qur’an ataupun hadis tidak dijelaskan secara terperinci sebuah ketetapan yang
terjadi masa itu atau kini. Dengan demikian para ulama mengadakan rapat dan
membuat kesepakatan tersebut menjadi ketetapan hukum. Ijma ulama tidak
boleh bertentangan dengan al-Qur’an ataupun hadis.
4. Qiyas
Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-
Qur’an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa
dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Misalnya, dalam
al-Qur’an dijelaskan bahwa segala sesuatu yang memabukan adalah haram
hukumnya. Al-Qur’an tidak menjelaskan bahwa arak haram, sedangkan arak
adalah sesuatu yang memabukkan dengan demikian kita akan mengambil
qiyas bahwa arak haram hukumnya karena memabukkan.21
Al-Qur’an mengatur hukum yang berkaitan dengan kepercayaan dan ibadah
kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan
interaksi kemanusiaan yang bersifat horizontal. Al-Qur’an sebagai sumber dari segala
sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan
21https://www.scribd.com/document/127260387/Pengertian-Hukum-Islam
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dengan kehidupan sosial kemasyaratan, termasuk persoalan yang memelurkan ijtihad
para ulama.
Firman Allah menyatakan bahwa al-Qur’an sumber utama bagi ketentuan
hukum. QS. Al-Nisa/4: 105 ;
                          
      
Terjemahnya:
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.22
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab yaitu
al-Qur’an yang di dalamnya mengandung kebenaran (hukum) untuk mengadili
manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela
orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur’an terdiri
atas ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan
untuk umat manusia.23
22Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h. 125
23Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam.(Jakarta: Sinar Grafika 2012). h. 15.
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Qishash
Qishash ialah persamaan dan perseimbangan antara tindak pidana dengan
sanksi pidana atau memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan
perbuatannya.24 Secara kebahasan, qishash merupakan kata turunan dari
qasasa- yaqusu- qassan wa qasasan yang berarti menggunting, mendekati,
menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.25 Qiashash berasal dari
kata qassa yang berarti memotong, juga berasal dari kata aqtassa yang berarti
mengikuti, yakni mengikuti perbuatan dilakukan oleh para pelaku tindak
pidana untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak
pidana itu. Sementara menurut Qaljubi memahamkan qishash dengan hukum
bunuh atau qawad.26
Sedangkan menurut al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi
hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku
tersebut terhadap korban.27 Al-Mu’jam al-Wasit, menyebutkan, qishash yang
dimaksud adalah menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana mengikuti
bentuk tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, anggota tubuh
dengan anggota tubuh.28 Qishash adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan
setimpal dengan kejahatannya.29 Pidana mati ini disebut qishash karena
24Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan
Non Muslim (Jakarta: Kholam Publising, 2008), h. 128
25Ibrahim Anis dkk., Al-Mu’jam al-Wasit, Juz II (Mesir: Majma’ al-Lugah al-Arabiyyah,
1972), h. 739-740
26Qajubi dalam Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah
(Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 275
27Ali bin Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat (Jakarta: Dar al-Hikamh, t.th), h. 176
28Ibrahim Anis, dkk., al-Mu’jam al Wasit, Juz II, h. 70
29Abdurrahman Madjri dan Fauzan al-Anshari, Qishash Pembalasan yang Hak (Jakarta:
Khairul Bayan, 2003), h. 10
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pidana ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan
qishash tersebut, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan
memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana
tersebut.
Pidana qishash itu adalah pidana yang pernah berlaku sebelum Islam,
yaitu berlaku pada umat syariat Yahudi.30 Yang ditunjuk dengan kata sebelum
kamu, hal tersebut dapat dilihat pada Qs al-Maidah/5: 45
                      
                       
                     
                  
Terjemahnya:
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya
jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya.
Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu
(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang
yang zalim.31
30Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa’adillatuhu, Juz VI (Damsyiq: Dar al-al-Fiqh,
1989), h. 218
31Kementrian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115
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Menurut Shalih bin Fauzan mendefinisikan qishash adalah perbuatan
(pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti
perbuatan pelaku. Al-Qur’an sendiri memberi isyarat bahwa yang di maksud dengan
qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif
sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Di dalam al-Qur’an kata
qishash disebutkan empat kali dan semuanya dalam bentuk (kata benda). Dua di
antaranya ism ma’rifah (kata benda defenitif). dengan alif dan lam  dan dua yang lain
ism nakirah (kata benda idenfinitif). Dengan demikian qishash akibat yang sama yang
dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan
anggota badan orang lain seperti apa yang telah dilakukannya.32 Berdasarkan
pengertian tersebut, maka hukum qishash pada dasarnya ada dua macam. Pertama,
qishash terhadap jiwa, yakni hukum bunuh atau hukuman qawad untuk tindak pidana
pembunuhan sengaja, kedua, hukuman qishash untuk anggota badan yang terpotong
ataupun yang dilukai untuk penganiayaan sengaja.
Hukuman qishash itu wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja
dan penganiayaan sengaja ketika pihak keluarga korban atau korban tidak
memberikan pengampunan. Ketentuan hukum mengenai qishash jiwa terdapat dalam
al-Qur’an. Qs al-Baqarah/2: 178;
                     
                       
32Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, h. 275
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                   
      
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang
sangat pedih.33
Ayat ini menurut Ibnu Abbas sebagai penetapan dari Allah kepada kaum
mukmin dengan adanya pilihan antara qishash dan diat, ketika pihak keluarga korban
memaafkan. Berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pada Bani Israil. Di mana
tidak ada bagi mereka, yang ada hanya hukuman qishash.34
Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, karena identitas iman
itu memiliki konsekuensi bahwa yang bersangkutan akan mau menerima segala
sesuatu yang datang dari Allah. Mereka beriman kepada Allah tentang di syariatkan
qishash itu kepada orang-orang yang dibunuh.
Ayat tersebut berbicara tentang konsep hukuman qishash pelaku kejahatan
pembunuhan dengan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku.
Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan
berpindah ke hukuman diat. Ayat ini juga berbicara tentang implikasi dari
33Kementrian Agama RI., Al-Quran dan Terjemahannya, h. 27.
34Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah
(Jakarta: Mghfirah Pustaka, 2009), h. 27
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pembunuhan sengaja yang merupakan perbuatan haram dan berakibat pada hukuman
duniawi dan ukhrawi. Di dunia dia dihukum dengan hukuman qishash dan di akhirat
pelaku pembunuhan sengaja mendapatkan balasan disiksa dalam neraka jahannam,
dimurkai dan dikutuk oleh Allah. Bahkan menurut Ibnu Katsir membunuh seseorang
dengan sengaja merupaka dosa besar yang dalam beberapa ayat al-Qur’an
disejajarkan dengan dosa syirik.35
Penggunaan kata tasaddaqah pada ayat Qs al-Maidah/5: 45 adalah untuk
makna melepaskan hak penuntutan hak qishash dengan mengisyaratkan bahwa
pelepasan hak itu, hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata karena
Allah.36 Pernyataan ini mengandung makna bahwa selain pidana qishash sebagai
sanksi yang setimpal denga perbuatan, juga sangat dianjurkan terjadinya pemaafan
dari korban atau keluarganya dan dianggap sebagai sifat terpuji. Jika pemaafan
terjadi, maka pelaku dapat dikenai sanksi diat berupa pemberian harta tertentu kepada
korban atau keluarganya. Pidana diat ini tidak ada dalam praktik hukum Bani Israil.
Pada hal ini membawa kebaikan kepada kedua pihak. Tidak akan terjadi lagi dendam
di antara keduanya dan korban berperan aktif dalam menentukan jenis pidana yang
dijatuhkan.
Ketentuan hukum qishash mengenai jiwa berlaku bagi kejahatan pembunuhan
sengaja, sedangkan ketentuan hukum mengenai qishash anggota badan berlaku bagi
kejahatan atau delik pelukaan atau pemotongan anggota badan dengan sengaja. Tetapi
sanksi pidana ini bisa berubah apabila korban atau keluarga korban memberi
pengampunan (maaf) dengan tanpa diat atau dengan kompenisasi diat (ganti
35Al-imam Al-Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abu Fida’ Ismail Ibn Katsir, al-Qur’an al-Adzim
(t.tp.: Dar Ilya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), h. 535
36M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 3 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 108
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kerugian) berupa pembayaran sejumlah uang atau materi yang dapat di nilai dengan
uang. Dalam hal ini terpidana tetap tidak bisa bebas sama sekali dari samksi pidana,
hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana takzir.37
Tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai retribution
(pembalasan) semata, tetapi memiliki tujuan mulia lainnya sebagai deterrence
(pencegahan) dan reformation (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (al-
tahzib) bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan tersebut merupakan satu kesatuan utuh
dalam penerapan hukum pidana Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan,
kedamaian dan kesejahteraan manusia.38
Kejahatan atau tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan merupakan
bentuk perlawanan terhadap maqasid al-syariah. Dalam hal ini, hukum qishash
mengandung aturan-aturan berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota
badan, baik berupa pembunuhan maupun dalam bentuk penganiayaan beserta
penanganannya. Pada umumnya pakar hukum Islam menyatukan bahasan qishash
dengan diat, karena secara lebih luas, tidak semua tindak pidana kejahatan terhadap
jiwa dan anggota badan berujung pada qishash. Bahkan hanya dua dari lima
klasifikasi kejahatan tersebut yang dapat divonis qishash, yaitu pada tindak pidana
pembunuhan yang disengaja,dan tindak pidana penganiayaan yang disengaja. Sedang
tiga tindak pidana qishash selainnya, umumnya ulama sependapat hanya dijatuhi
hukuman diat sesuai ketentuan di dalam hukum pidana Islam, ternasuk juga dalam
hal ini pembunuhan dan penganiayaan korban sengaja yang dimaafkan keluarga
korban.
37Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme dan Pandangan
Non Muslim, h. 129
38Satria Efendi M. Zein, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permaslahan
Penerapannya Masa Kini, Mimbar Hukum, Nomor 20 Tahun VI (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 32
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Pidana qishash-diat terkandung unsur perlindungan hukum terhadap korban,
pelaku tindak pidana, dan masyarakat. Pelaku tindak pidana akan dikenai pidana
mati, tetapi hal ini disepakati terlebih dahulu oleh pihak keluarga korban, namun
apabila pembunuh atau penganiaya dimaafkan oleh korban korban maka pelaku akan
bebas dari pidana mati tetapi sebagai gantinya dia harus dikenakan pidana diat, yang
diberikan pada pihak keluarga korban. Hal inilah mengapa penjatuhan pidana
qishash-diat ada dalam konsep hukum pidana Islam dikatan lebih manusiawi dan
lebih adil.39
Bandingkan jika kasus tersebut digunakan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), pelaku divonis 15 sampai 20 tahun penjara, karena pembunuhan
direncanakan atau berkomplot. Lalu si pelaku misalnya dijatuhi hukuman 15 tahun
penjara, disantuni oleh pemerintah seluruh kebutuhannya selama masa hukuman,
sementara keluarga korban (istri dan anak-anaknya) akan sengsara hidupnya, karena
tidak pernah diajak bicara, atau tidak pernah dimintai pendapatnya oleh pemerintah,
maka ketika mereka menjadi susah, tidak kuat lagi membayar kontrakan rumah.
Keluarga korban menjadi terlantar tidur di kolong jembatan, dan menjadi anak-anak
liar. Sementara ibunya kecewa, putus asa dan tidak menutup kemungkinan si ibu
nekad bunuh diri. Akibat lain si anak jadi liar, berandal, jadi preman, penodong, geng
motor, begal dan sebagainya, dan tidak tertutup kemungkinan akan dendam.
Keadilan harus menjadi hal pokok ketika berbicara tentang hubungan individu
dengan individu lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, selalu melakukan interaksi
dengan manusia lain, artinya tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa keterlibatan
manusia lain. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi pemangsa
39Edy Sutrisno, “Mengintegrasikan Konsep Qishas-Diat ke dalam Pasal-pasal Pembunuhan
dalam Hukum Pidana”, dalam http://library.gunadarma.ac.id. 12-11-2012
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bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan
aturan pada para anggota yang mengatur tentang hubungan tersebut. Menurut Herbert
Spencer, setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan, asal ia tidak
melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.40
Syarat-syarat qishash
Hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan, kecuali memenuhi syarat. Syarat-
syarat tersebut meliputi:
a. Syarat pada pelaku. Menurut Wahbah al-Zuhaili ada empat syarat yang harus
dipenuhi oleh pelaku tindak pidana pembunuhan untuk dapat diterapkannya
hukuman qishash.41
1) Pelaku harus orang mukallaf, yaitu balik dan berakal. Qishash tidak
dapat dilaksanakan terhadap anak yang masih di bawah umur dan
orang gila, karena keduanya tidak layak dikenakan hukuman.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:
 ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻦﻋ : ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻋ ﻢﻠﻘﻟا ﻊﻓر " : لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻰﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﺎﻬﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ
" ﻖﻴﻔﻳ وأ ﻞﻘﻌﻳ ﻰﺘﺣ نﻮﻨﺠﻤﻟا ﻦﻋ و ، ﺮﺒﻜﻳ ﻰﺘﺣ ﺮﻴﻐﺼﻟا ﻦﻋ و ، ﻆﻘﻴﺘﺴﻳ ﻰﺘﺣ
Artinya:
Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.; “dihapuskan
ketentuan hukum daritiga hal : dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari
orang gila sampai ia sembuh, dan dari kecil sampai ia dewasa.42
2) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Yaitu dengan
perbuatannya itu bermaksud menghilangkan nyawa korban, ia tidak
40Syariah Consulting Centre, “Hukum Pidana Islam Kejam, dalam www.syariahonline.com
41Wahbah al- Zauhili, al-Fiqh Al-Islami wa ‘Adillahtuhu, Juz VI (Cet. III, Damsiq: Darul
Fikr, 1989 M.), h. 265
42Jalal ad-Din As-sayuthi, al-Jami’ As-sagir, Jus II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 24
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dikenakan hukuman qishash. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang
diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Ishak ibn Rahuwaih di dalam
musnadnya dari Ibnu Abbas ra dengan lafaz:
 ﻮﻔﻌﻳ نأ ﻻإ دﻮﻗ ﺪﻤﻌﻟاﺑلﻮﺘﻘﻤﻟا ﻲﻟﻮ
Artinya:
Pembunuhan sengaja harus di qishash, kecuali apabila wali korban
memberikan pengampunan.43
Persyaratan kesengajaan ini disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam
Malik dan kelompoknya tidak mensyaratkan adanya niat (kesengajaan) membunuh
untuk diterapkan hukuman, melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam
melakukan perbuatan yang dilarang.
3) Pelaku pembunuhan harus orang orang yang mempunyai kebebasan.
Syarat ini ditentukan oleh kelompok ulama Hanafiah, kecuali Imam
Zulfar. Tidak ada hukuman qishash bagi orang yang dipaksa
melakukan pembunuhan. Menurut jumhur ulama termasuk Zufar,
orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus
dikenakan qishash. Pandangan ulama Hanafiyah harus menjadi syarat
agar pelaku dapat dipidana dengan pidana qishash, sebab orang yang
dipaksa oleh orang lain melakukan pembunuhan menjadikan orang
tersebut tidak memiliki kemauan bebas atau memiliki ikhtiar untuk
melakukannya sendiri.
43Wahbah al-Zauhili, al-Fiqh Al-Islami wa ‘Adillahtuhu, Juz VI, h. 266
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b. Syarat-syarat untuk korban
1) Korban harus orang yang ma’sum ad-Dam. Artinya korban adalah orang
dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Apabila korban kehilangan
jaminan keselamatannya, misalnya karena ia murtad, pezina muhsan, atau
pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenakan pidana
qishash.
Jaminan keselamatan menurut syariat Islam dapat diperoleh dengan
dua cara;
a. Dengan iman (masuk Islam). Apabila seorang telah menyatakan
diri masuk Islam ia dijamin keselamatannya (tidak boleh dibunuh
atau dianiaya), ia harus dijamin hartanya dan hak-hak lainnya.
b. Dengan perjanjian keamanan. Sesuai dengan prinsip kebebasan
beragama, seorang penduduk yang bertempat tinggal diwilayah
Islam, tetapi mereka wajib untuk tunduk dan patuh kepada
peraturan-peraturan yang berlaku, kecuali dibidang akidah.
2) Korban bukan bagian dari pelaku. Artinya antara keduanya tidak ada
hubungan bapak dan anak. Sebab ayah, ibu, kakek atau nenek tidak dapat
di qishash karena membunuh anaknya atau cucunya. Berdasarkan hadis
Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah, dan
Baihaqi dari Umar bin Khathab, bahwa Raulullah Saw bersabda:
 ُﺷ ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ َةَﺎﻃَْرأ ِﻦْﺑ ِجﺎﱠﺠَْﳊا ْﻦَﻋ ُﺮَْﲪَْﻷا ٍﺪِﻟﺎَﺧ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡﺞَﺷَْﻷا ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻮَﺑأ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ٍﺐْﻴَﻌ
 ﱠﻄَْﳋا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋ ِﻩ ﱢﺪَﺟ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ ِبﺎ: ِﺪَﻟَﻮْﻟِﺎﺑ ُﺪِﻟاَﻮْﻟا ُدﺎَﻘُـﻳ َﻻ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌ َِﲰ
.
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Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id Al Asyajj, telah
menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj bin
Arthan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin
Al khathab ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:
”Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya.”44
3) Korban seimbang dengan pelaku. Prinsip keseimbangan yang dimaksud
itu adalah keseimbangan anatara Islam dan merdeka. Seorang muslim
tidak dapat di qishash karena membunuh seorang kafir, demikian juga
seorang merdeka tidak boleh di qishash karena ia membunuh seorang
hamba.45 Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad, Ibnu Majah, Termizi dan Abu Daud dari Amar Ibni
Syu’aib dari ayahnya yang berbunyi sebagai berikut:
 ﺔﻔﻴﺤﺟ ﻲﺑأ ﻦﻋ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﻦﻋ فﺮﻄﻣ ﻦﻋ شﺎﻴﻋ ﻦﺑ ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻲﻣراﺪﻟا وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺔﻤﻘﻠﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ
ﻟ ﻢﻠﻌﻟا ﻦﻣ ءﻲﺷ ﻢﻛﺪﻨﻋ ﻞﻫ ﺐﻟﺎﻃ ﻲﺑأ ﻦﺑ ﻲﻠﻌﻟ ﺖﻠﻗ لﺎﻗ ﻻإ ﺎﻧﺪﻨﻋ ﺎﻣ ﷲاو ﻻ لﺎﻗ سﺎﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﺲﻴ
 ﻦﻋ تﺎﻳﺪﻟا ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻔﻴﺤﺼﻟا ﻩﺬﻫ ﻲﻓ ﺎﻣ وأ نآﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻬﻓ ﻼﺟر ﷲا قزﺮﻳ نأ ﻻإ سﺎﻨﻟا ﺪﻨﻋ ﺎﻣ
ﺮﻓﺎﻜﺑ ﻢﻠﺴﻣ ﻞﺘﻘﻳ ﻻ نأو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami ‘Alqamah bin Amru Ad Darimi telah
menceritakan kepada kami Abu Bakar bin ‘ ayyasy dari Mutharrif dari
Asy Sya’bi dari Abu Juhainaf berkata; “Aku berkata kepada Ali bin Abu
Thalib, apakah anda memiliki ilmu pengetahuanyang tidak dimiliki oleh
masyarakat umum?” ia menjawab, “Tidak, demi Allah! Kami tidak
memiliki ilmu pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah ada pada
masyarakat, kecuali apabila Allah Subhanahu Wata’ala memberikan
44Imam al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Jus IV, h. 18. Lihat juga, Imam Ahmad bin Hanbal,
Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz I, h. 16
45Abd. Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, Juz II (Beirut: Muassah al-Risalah, 1987),
h. 119
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rezeki kepada seseorang berupa pemahaman mengenai al-Qur’an atau
apa yang ada di dalam lembaran ini, dimana di dalamnya terdapat
hukuman diat dari Rasulullah Shallallanhu ‘alaihi Wasallam dan seorang
Muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir.46
Selain dari hadis tersebut, jumhur juga beralasan dengan hadis yang
diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaki dari Ibn Abbas, Rasulullah Saw bersabda:
 ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نا بﺪﻨﺟ ﻦﺑ ةﺮﻤﺳ ﻦﻋ ﻦﺴﺤﻟا ﻦﻋ ةدﺎﺘﻗ ﻦﻋ ﺔﺒﻌﺷ ﻦﻋ ﺮﻣﺎﻋ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﺎﻧﺮﺒﺧأ
ﻟا اﺬﻫ ﻦﺴﺤﻟا ﻲﺴﻧ ﻢﺛ لﺎﻗ ﻩﺎﻨﻋﺪﺟ عﺪﺟ ﻦﻣو ﻩﺎﻨﻠﺘﻗ ﻩﺪﺒﻋ ﻞﺘﻗ ﻦﻣ  لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﺚﻳﺪﺤ
ﺪﺒﻌﺑ ﺮﺣ ﻞﺘﻘﻳ ﻻ لﻮﻘﻳ نﺎﻛو
Artinya:
Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ;Amir dari Sa’id dari
Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah
Saw., beliau bersabda: ”Barang siapa membunuh seorang budak, maka
kami akan membunuhnya, dan barang siapa memotong hidungnya,
maka kami akan memotong hidungnya.” Perawi berkata: kemudian Al
Hasan lupa hadis ini, dahulu ia mengatakan :” Orang yang merdeka
tidak dibunuh lantara (membunuh) seorang budak.”47
Golongan Hanafiyah tidak menajdikan keseteraan sebagai syarat, melainkan
cukup dengan sifat kemanusiaan saja. Alasan golongan Hanafiyah adalah keumuman
ayat al-Qur’an tentang qishash yang tidak membedakan anatara jiwa yang satu
dengan jiwa yang lainnya. Dapat dilihat pada Qs al-Baqarah/2: 178, demikian juga Qs
al-Maidah/5: 45, seperti yang dikutip sebelumnya.
46Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa al-Tirmizi, Jami’ al-Kabir Sunan al-Tirmizi Juz III
(Beirut: Dar Al-Garb al-Islami, 1998), h. 77. Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-
Syaibani, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz II (Cet, I, t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M), h.
242. Abu Abdullah, Ibn Majah bin Muhammad bin Yazid al-Qajwini, Sunan Ibn Majah, Juz II (Dar al-
Ihya’ al-Kitab al-Arabiyah, t.th), h. 887. Abu Daud al-Sijistan, Sulaiman bin al-Asy’as, Sunan Abi
Daud, Juz II (t.tp.,: Dar al-Fikr, t.th), h. 89
47Abdullah bin Abd Rahman bin al-Fadhal al-Tamimi, Sunan al-Darimi, Juz II (Bairut: Dar
al-Fikir, t. Thm), h. 250
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Lebih lanjut menurut Hanafiyah bisa di qishash karena membunuh kafir zimmi
atau mu’ahad, karena setingkat, hal sama juga teerhadap orang merdeka dapat di
qishash karena membunuh hamba sahaya, sebab kafir, zimmi atau mu’ahad, merdeka
dan hamba sahaya, juga manusia, yamng memiliki hak yang sama dengan manusia
lainnya, hukuman qishash wajib dijatuhkam terhadap prlaku dalam dan dijamin
keselamatannya.48
E. Jenis-jenis Hukuman dalam Pasal 10 Ayat 1
Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi
sebagai berikut:
1. Pidana pokok
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Kurungan
d. Denda
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain
yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP
1) Pidana Mati
48Abd. Qadir Audah, al-Tasyri al-Jinai al-Islami, Juz II, h. 121. Lihat juga Ahsin Sakho,
Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III (Jakarta: Pt. Kharism Ilmu, t.th), h. 278
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Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang di cantumkan
terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan
berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan  (Pasal 365
ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.
2) Pidana Penjara
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu
berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari
kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun
kurungan lebih ringan karena diancankan terhadap pelanggaran atau
kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum
satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diataur dalam pasal 12
KUHP yang berbunyi:
a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari
dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua
puluh tahun berturut-berturut dalam hal yang pidananya Hakim boleh
memilih antara pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara
selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu,
begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampau karena
pembarengan (concursus), pengulangan (recidive) atau karena yang
telah di tentukan dalam pasal 52.
d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari
dua puluh tahun.
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3) Kurungan
Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara
lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang di wajibkan dan kebolehan
membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Misalnya;
tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam
pasal 18 KUHP yang berbunyi:
a) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling
lama satu tahun.
b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun
empat  bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena
gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52
dan pasal 52 a.
4) Denda
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga
diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau
kumulatif.  jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan
minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada
ketentuan mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP, yang
berbunyi:
a) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
b) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka
diganti dengan hukuman kurungan.
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c) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-
kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan
d) Dalam putusan hakim, lamanya itu di tetapkan begitu rupa, bahwa
harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat
harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah digantinya tidak lebih
dari satu hari, akhirnya sisa yang tak cukup, gantinya setengah rupiah
juga.
e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan
bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada
gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena
ketentuan pasal 52 dan 52 a.
f) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan,
pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga
atau kenalan dapat melunasinya.
1. Pencabutan hak-hak tertentu
Hal ini di atur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi:
a. Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang
ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum
lainnya ialah
1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
2) Masuk balai tentara
3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-
undang umum;
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4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampuan atau
pengampuan pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
5) Kekuasan bapak, perwakilan dan pengampuan atas anaknya sendiri;
6) Melakukanpekerjaan tertentu
b. Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam
undang-undang umum ada di tunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa
melakukan pemecatan itu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana , maka barang yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana, maka barang
yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini di atur dalam pasal 39 KUHP
yang berbunyi:
a. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan
sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
b. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan
sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan,
tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
c. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang
oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah
disita.
3. Pengumuman Putusan Hakim
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Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk pengumuman kepada khalayak
ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si
terhukum biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa
kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan
pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP)
Hukuman/pidana penjara (menurut pasal-pasal dalam KUHP dan UU No. 12/1995
tentang pemasyarakatan).
Pasal 12 KUHP berbunyi:
Hukuman penjara seumur hidup atau sementara pidana penjara dilakukan
dalam jangka waktu tertentu (minimal satu hari , selama-lamanya lima belas tahun
atau dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun, tapi tidak boleh lebih dari dua puluh
tahun). Pidana penjara dilakukan di penjara (prison/jail), di indonesia di sebut sebagai
Lembaga Pemasyarakatan (LP/lapas). Untuk pemulihan kembali hubungan antara
narapidana dan masyarakat, penghuninya disebut narapidana/napu (inmates): Warga
Binaan Pemasyarakatan (berdasrkan UU No. 12/1995).
Pembagian Sistem Penjara - gevangenisstelsel, menurut Utrecht:
Sistem pennsylvania, AS : para hukuman terus menerus ditutup sendiri-sendiri dalam
kamar sel. Terhukum hanya melakukan kontak dengan penjaga sel/sipir penjara.
Dilakukan peringatan: terhukum diperkenankan melakukan pekerjaan tangan dan
secara terbatas dapat menerima tamu, tapi ia tetap dilarang bergaul dengan terhukum
lain.
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a. Sistem Aubun, New York, AS, disebut juga sebagai silet system, dimana para
hukuman pada siang hari disuruh bekerja bersama-sama tapi tidak bolrh saling
bicara, malam hari kembali ke sel.
b. Sistem Irlandia (Irish system) yang berasal dari mark system, menggunakan
penilaian. Para hukuman mula-mula ditempatkan dalam ruang tertututp terus
menerus, dalam hal ini diterapkan hukum yang keras. Terhukum diberikan waktu
untuk merenung, menyesali perbuatannya dan berharap ia dapat memperbaiki
diri.kalau dibiarkan bergaul dengan napi lain di khawatirkan bisa saja menjadi
bertambah jahat. Jika berkelakuan baik, maka hukumannya diringankan : mulai di
masyarakatkan  dan dapat diberikan the rise of reformatory ( pelepasan bersyarat),
public work prison, dan ticket to leave. Kemudian diperkenankan kerja sama-
sama, lalu secara bertahap diberi kelonggaran untuk bergaul satu sama lain.
Pelepasan bersyarat dapat dilakukan jika telah menjalani dari ¾ hukumannya.
c. Sistem Elmira (NY, AS) diperuntukan bagi terhukum yang berusia tidak lebih
dari tiga puluh tahun. Disebut sebagai penjara reformatory yakni tempat untuk
memperbaiki orang menjadi warga masyarakat yang berguna. Mirip dengan
sistem Irlandia namun titik berat lebih pada usaha-usaha untuk memperbaiki si
pelaku, jadi terpidana diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang
nantinya bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.
d. Sistem brostal (LONDON, UK). Dalam penerapannya ada ketentuam khusus dari
menteri Kehakiman (Minister of justice). Khusus untuk pelaku yang masih muda
yaitu mereka yang berusia kurang dari sembilan belas tahun.m seperti LP Pemuda
dan LP Anak  laki-laki di tanggerang, Banten.
Di indonesia diterapkan ke-5nya :
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1) Beberapa hukuman dimasukkan dalam satu sel atau 1 orang/sel. Minimum
security/maximum security/super maximum security (SMS)
2) Napi pada umumnya boleh keluar dari sel pada pagi/atau siang hari, sore
masuk sel sampai besok pagi. Ada jadwal kegiatannya.
3) Jika melakukan pelanggaran berat atau berkelakuan tidak baik ataupun
melanggar atauran makan dimasukkan dakam sel sendirian, disebut juga
dengan tutupan sunyi.
4) Boleh bekerja diluar sel secara bersama-sama = kerja di kebun/taman, masak
di dapur, bersihkan kolam, kerja di bengkel LP untuk buat kerajinan/furniture,
menjahit, menyukam, merangkai bunga dan sebagainya. Boleh belajar sekolah
dalam LP, boleh membaca, dengar radio/nonton TV, olahraga dan sebagainya.
Antara warga binaan boleh saling berinteraksi sesuai dengan jam yang telah di
tentukan.
5) Dapat diberikan pelepasan bersyarat PB- reclassering), jika telah menempuh
2/3 dari hukumannya (pasal 15KUHP), selain itu terdapat juga ketentuan
tentang pidana percobaan seperti yang di atur dalam pasal 14a KUHP.
Meskipun hukuman penjara dilakukan bersama-sama tapi tetap ada pemisahan
mutlak:
a) Laki-laki dan perempuan
b) Orang dewasa dan anak dibawah umur
c) Orang yang dihukum/ditahan – orang yang dihukum karena upaya
preventif
d) Orang militer dan orang sipil
1. Pidana kurungan
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Dilaksanakan di penjara, tapi lebih bebas, ada hak pistole yaitu tersedia fasilitas yang
lebih dari terpidana penjara
2. Pidana denda (pasal 30 ayat (1) KUHP dan UU No. 1/1960)
Dengan adanya pidana denda seringkali penerapan hukum pidana menjadi kabur
karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tadi ada di LP.
3. Pidana Tutupan (UU No.20/1946)
Pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan
yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati/dihargai.
Tempatnya di penjara, namun diberikan fasilitas yang baik karena terpidana boleh
membawa dan menikmati buku bacaan dan radio/tape.49
F. Pelanggaran dan kejahatan dalam hukum pidana (hukum positif).
Kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana ( Hukum positif) istilah
kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk,
sangat jelek, yang ditumpukan pada tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti
mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Dalam ketentuan pasal 86
KUHP sebagai berikut: “Apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu
kejahatan pada khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu
melakukan itu, jika dikecualikan oleh suatu peraturan lain”. KUHP menempatkan
kejahatan didalam  buku kedua dan pelanggaran dibuku ketiga.
49Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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Tetapi tidak penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan
dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba
membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan
pelanggaran merupakan westdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah
pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan
seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangakan delik
undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja
keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di
jalan umum, atau mengenai helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak
tersangkut sama sekali masalah keadilan. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil
atau ringan yang diancam dengan hukum denda sedangkan Kejahatan adalah
mengenai hal-hal besar yang diancam dengan pidana lainnya.
Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan
pelanggaran (Moeljatno, 2002:72), yakni pandangan pertama yang melihat adanya
perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam
pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa
kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai
onrecht, sebagai perbuatan yang bertentantangan dengan tata hukum. Pelanggaran
sebaliknya adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian
(Moeljatno, 2002:71).Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa
hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara
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kejahatan dan pelanggaran.Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi
kejahatan lebih berat daripada pelanggaran.
G. Jenis-jenis Pembinaan dalam Rumah Tahanan Negara
Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa
pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup
bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh
karena itu maka setiap Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan
dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan
Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai
moral serta dibina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup dikemudian hari
apabila sudah pulang dari Lembaga Pemasyarakatan.
Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan
Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak.
Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program
yang ada. Berdasarkan Kepmen Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau
Tahanan ruang lingkup pembinaan itu antara lain Pada dasarnya ruang lingkup
pembinaan dapat dibagi ke delam dua bidang yakni :
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
a. Pembinaan kesadaran beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi
pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari
perbuatan-perbuatan yang benar dan perbutan-perbuatan yang salah.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
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Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat
menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari
iman (taqwa).
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga
binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-
kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
d. Pembinaan kesadaran hukum.
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan
dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar
kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka
menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan
keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,
ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara
Indonesia yang taat kepada hukum.
e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat.
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial
kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima
kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama
dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat
melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka
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kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.
2. Pembinaan Kemandirian.
Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan,
industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan
bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi
dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan
makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng,
batako).
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan
pengembangan bakatnya itu.
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian
(perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi,
misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil,
industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.
Menurut salah satu ahli hukum yaitu Saharjo, SH dalam di dalam bukunya
Pohon Beringin Pengayoma menyatakan bahwa pidana penjara sebagai pidana
pengekangan kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan
Individu ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada narapidana. Selain
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itu Saharjo juga telah menetapkan konsop-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan,
yaitu :
1) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup
sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat daripada sebelum ia
masuk penjara.
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu
atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja.
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila
8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun
ia telah tersesat.
9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
10) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidana
lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yag sesuai
dengan proses pemasyarakatan.
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Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Sahardjo, salah satu
prinsip pokok dalam pembinaan narpidana adalah “Tobat tidak dapat dicapai dengan
penyiksaan melainkan dengan bimbingan”. Untuk membuat seseorang tobat itu dapat
dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada narapidana dalam bidang agama,
sehingga diharapkan apabila seorang narapidana telah selesai menjalani hukumannya
maka narapidana tersebut tobat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan dan pemikiran orang secara indivudual maupun kelompok. Beberapa
deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang
mengarah kepada kesimpulan.1
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten
Barru, dengan alasan banyaknya lahan tanah masyarakat yang dijadikan atau dipakai
untuk pembangunan rel kereta api.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis
empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi
ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan
melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang
bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa
alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.2
1Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.
2Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ulmu-ilmu sosial (Jakarta:
Salemba Humanika, 2010), h. 76.
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D. Metode Pengumpulan Data
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara
terhadap pihak-pihak atau masyarakat yang diberikan atau mendapatkan ganti rugi
terhadap penncabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api
di Kabupaten Barru.
2. Dokumentasi
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama
data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data
yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi
beberapa surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping dan lain-
lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di
dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau
arkeologis.3
Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu tempat
dimana dibangunnya rel kereta api di Kabupaten Barru.
3Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 186.
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3. Observasi
Observasi adalah proses penngamatan dan pencatatan secara sistematis
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik
pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan
dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan(reabilitasi) dan
kesahihannya(validitasnya).
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses-proses
psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik observasi, hal terpenting yang
harus diperhatiakn ialah mengendalikan pengamatan dan ingatan si peneliti.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divilasi”. Vilidasi terhadap peneliti,
meliputi: pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap
bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara
akdemik maupun logikanya.
F. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain
dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut
keperluan mereka.4Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan
sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
4Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.
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1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu di
Kabupaten Barru. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi
terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang diberikan ganti rugi
yang akan dibahas dilokasi penelitian.
2. Data Sekunder
Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh
dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum
sekunder.
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bhan yang mengikat, terdiri dari:
1. Al-qur’anul karim
2. Al-hadits
3. Kitab udang-undang perdata
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
a. Buku yang membahas tentang tanah atau agraria,pencabutan hak atas
tanah dan ganti rugi.
b. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah tanah atau agraria,
pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen,
yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan
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mempelajari aturan-atura dibidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan
dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asasasas hukum, kaidahkaidah hukum dan
ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti.
Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dan
menganalisisnya.
G. Analisis Data
Analisis data adalah uapaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat
dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.5Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk
menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang
berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik
itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriktif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab
permasalahan yang akan diteliti.
H. Pengujian Keabsahan Data
a. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa
akan dapat direkam dengan cara sistematis.
5Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 46
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b. Menggunakan Bahan Referensi
Yang diamksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data
hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Rumah Tahanan Negara Kls IIB Raba Bima
1. Sejarah dan Latar Belakang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba
Bima
a. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima
Rumah tahanan negara klas IIB Raba Bima berdiri sejak tahun 1917 dimana
letak geografisnya terletak di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah
bagian timur pulau sumbawa tepatnya berada di kota administratip bima, dengan
wilayah kerja mencangkup kabupaten dan kota bima, dalam perjalanan sejarahnya
selama lebih kurang 95 tahun, Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima selalu
berupaya untuk tetap konsisten dengan maksud awal pembentukannya yang antara
lain sebagai tempat tersangka dan terdakwa selama menjalani proses penyidikan
penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dengan kata lain Rutan telah
memfocuskan perlakuan dan pelayanan serta perawatan tahanan yang walaupun
dalam pelaksaannya juga memberikan pembinaan terhadap narapidana tertentu.1
b. Latar Belakang Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) merupakan unit pelaksana teknis
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagai tugas pokok Kementrian Hukum dan HAM RI dibidang penempatan.
Perawatan dan pelayanan tahanan. Ketentuan mengenai ORTA Rumah Tahanan
1Dokumen Ruta Klas IIB Raba Bima
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Negara diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.PR.07.03 tahun
1985 tentang ORTA kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan ketentuan
mengenai RUTAN juga di atur dalam peraturan pemerintah RI Nomor. 27 tahun 1983
tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu fungsi
utama Rutan adalah: memberikan pelayanan Kepada Tahanan, didalamnya tecakup
pula perawatan dan kesehatan tahanan. Pembinaan bantuan Hukum Penyuluhan
Jasmani dan Rohani serta Pembinaan Bimbingan Kegiatan untuk Tahanan sesuai
dengan apa yang menjadi TUPOSI dalam RUTAN.
c. Visi Misi
Adapun yang menjadi Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima
sebagai berikut :
1) Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga
binaan masyarakat sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan
yang maha esa.
2) Masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Adapun yang menjadi Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima
sebagai berikut :
a) Melaksanakan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka
penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuandan
perlindungan Hak Asasi Manusia.
b) Melindungi Hak Asasi Manusia
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d. Motto
Rutan Raba Bima Berhiber
1) Bersih : kebersian merupakan salah satu faktor penting dalam arti tidak hanya
bersih lingkungannya saja, namun juga bersih dari segala perbuatan yang
melanggar ketentuan di dalam RUTAN sesuai dengan peraturan yang berlaku,
diharapkan dapat terwujudnya culture yang sehat, indah dan bersahaja baik
bagi wbp maupun petugas.
2) Hijau : dengan lingkungan yang hijau tertata rapi serta petugas yang nampak
rapi, dan berwibawa dengan performa maka akan terlihat lingkungan kerja
yang sejuk dan indah. Yang diharapkan dapat memberikan motivasi bekerja
dengan baik dan bertanggung jawab bagi petugas.
3) Beribadah : terlaksananya hubungan antara manusia dengan tuhan yang rutin
dan berkesenambungan sehingga di harapkan adanya keseimbangan antara
tertib lahiriah dengan tertib bathiniah yang diharapkan dapat mendasi dalam
bekerja dunia berbasis akhirat2.
2Dokumen Rutan Klas IIB Raba Bima
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e. Struktur Organisasi
DATA KEPEGAWAIAN RUTAN RABA BIMA
Berdasarkan Penempatan Kerja
SUB. SEKSI PRIA WANITA JUMLAH
PENGELOLAAN
PELAYANAN
KPR
9
8
43
3
3
1
12
11
44
JUMLAH 60 7 67
Kepala RUTAN
Petugas Tata
Usaha
Sub seksi pelayanan
tahanan
Seksi pengelolaan
RUTAN
Kesatuan
pengamanan
RUTAN
Petugas
pengamanan
67
Berdasarkan Pendidikan
PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH
S2
S1
D3
SLTA
1
14
5
45
-
2
-
2
1
16
5
47
JUMLAH 65 4 69
DATAPER 18 Januari 2017
BERDASARKAN KEPANGKATAN
GOLONGAN PRIA WANITA JUMLAH
III d
III c
III b
III a
II d
II c
II b
II a
1
5
14
15
3
4
8
12
-
2
2
1
-
1
-
1
1
7
16
16
3
5
8
13
JUMLAH 62 7 69
DATA PER 18 Januari 2017
Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 18 Januari
2017.
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DATA WARGA BINAAN RUTAN RABA BIMA
NO. REGISTER JENIS
KELAMIN
JUMLAH
PRIA WANITA
1
2
3
4
5
AI
AII
AIII
AIV
AV
61
35
91
3
1
1
5
2
62
36
96
5
JUMLAH 321 10 331
NO. REGISTER JENIS
KELAMIN
JUMLAH
PRIA WANITA
1
2
3
4
BI
BIIa
BIIb
BIII
36
15
-
4
1
-
-
-
37
15
4
JUMLAH 186 22 208
DATA PER 18 Januari 2017
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Data Warga Binaan Rutan Raba Bima
No. Jenis-jenis tindak pidana Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Pembakaran
Penganiayaan
Pembunuhan
Pencurian
Perampokan
Memeras
Kesusilaan
Penggelepan
Perjudian
Narkotika
Penipuan
Korupsi
Kenakalan
Dalam jabatan
Lain-lain/fidusia/KDRT
Terhadap ketertiban
1 orang
10 orang
25 orang
70 orang
6 orang
3 orang
10 orang
22 orang
49 orang
50 orang
14 orang
2 orang
2 orang
3 orang
4 orang
6 orang
Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 16 Januari
2017
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Data Warga Binaan Rutan Raba Bima yang sudah berkekuatan hukum tetap dan
masih dalam tahap persidangan
Yang sudah berkekuatan hukum tetap Masih dalam tahap persidangan
Dalam jabatan (2 orang) Dalam jabatan (1 orang)
KDRT (4 orang) Narkotika (18 orang)
Kenakalan (2 orang) Pembunuhan (10 orang)
Kesusilaan (7 orang) Kesusilaan (3 orang)
Ketertiban (6 orang) Pencurian (20 orang)
Korupsi (2 orang) Penganiayaan (2 orang)
Memeras (3 orang) Penggelapan (12 orang)
Narkotika (32 orang) Penipuan (8 orang)
Pembunuhan (15 orang) Perjudian (30 orang)
Pencurian (50 orang)
pembakaran (1 orang)
Penggelapan (10 orang)
Penipuan (6 orang)
Perampokan (6 orang)
Perjudian (19 orang)
Penganiayaan (8 orang)
Jumlah : 171 orang Jumlah : 104 orang
Sumber data: Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima DATAPER 18 Januari
2017.
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2. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah
Pengulangan Tindak Pidana
Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dikenal dengan nama
pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan warga binaan pemasyarakatan di
Lapas/Rutan merupakan tujuan yang paling utama sebagai akhir dari sistem peradilan
pidana di Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah warga binaan
pemasyarakatan mengikuti seluruh program pembinaan, diharapkan mereka akan
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan
bertanggung jawab.
Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima pada
dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya dan UU No. 12
Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun dengan begitu kompleknya permaslahan
yang dihadapi oleh para narapidana maka dalam pembinaan narapidana hendaknya
dilaksanakan lebih spesifik dan perlu kerja sama dengan pihak instansi yang terkait
secara intensif dan komperhensif. Oleh karena itulah setiap 6 bulan sekali Rumah
Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima melakukan rapat guna membahas perencanaan
dan mengevaluasi pembinaan narapidana. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan
oleh Ta’juddin (43 tahun/Ketua keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima).
“Dibahas di rapat rutin 6 bulan sekali, jika dalam pelaksanaannya ada yang
perlu diperbaiki dibahas oleh seksi yang bersangkutan sepengetahuan Kepala Rutan,
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hal ini dilakukan agar pembinaan benar-benar bermanfaat bagi narapidana dan dapat
merubah perilaku narapidana lebih baik3
Sistem pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan
Negara Klas IIB Raba Bima disesuaikan dengan proses dan tahap pembinaan yang
telah direncanakan. Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan
dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai
tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan
yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima sejak mereka
masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya.
Pembinaan narapida di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima
dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian,
pembinan kepribadian meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Manepaling
Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. Masa
manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka
masuk ke Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima, narapidana menjalani
program ini selama 30 hari. Pada masa manepaling narapidana akan mendapatkan
pembekalan tentang kehidupan di Rutan yang mencangkup: pelatihan baris-berbaris,
3Taju’ddin (43 tahun), Ketua Keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima, Wawancara, Bima, 10
April 2017
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tata tertib dan peraturan, hak, kewajiban dan larangan, sosialisasi program
pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok hunian dan berbagai kegiatan lainnya.
Seperti yang di ungkapkan oleh kuswadi (61 tahun/pencurian):
”pada saat pertama kali datang kesini, saya didata dan digeledah dulu baik
badan dan barang yang saya bawa oleh petugas Rutan, diberitahu hak dan kewajiban
di Rutan, di beritahu kegiatan yang akan dilaksanakan, sosialisasi lingkungan, dan
setiap pagi diajari baris-berbaris di lapangan oleh petugas Rutan selama 1 bulan.4
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saat narapidana masuk ke
Rutan mereka didata dan digeledah baik badan maupun barang-barang bawaannya,
kemudian mengikuti kegiatan seperti baris-berbaris ini bertujuan melatih kedisiplinan
narapidana, pengenalan lingkungan ini bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi
dengan lingkungan di Rutan, sosialisasi program pembinaan ini bertujuan agar
narapidana paham dengan program kegiatan apa saja yang diberikan selama mereka
menjalani masa pidana.
b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan
Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berifikir warga
binaan menjadi semakin meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan
positif  yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual merupakan
suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain
penyelenggaran taman bacaan, penyuluhan hukum, dan berbagai kegiatan penyuluhan
lainnya.
4Kuswadi (61 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 11 April 2017
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Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina
kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga negara yang
baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadarannya dan
wawasan narapidana, program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana
menjalani program manepaling atau setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa
pidana, yang dimaksud untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air
dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan dan melaksanakan upacara hari-hari besar nasional. Seperi yang
diungkapkan oleh Ahmad Arif (17 tahun/kesusilaan):
“saya dikumpulkan dengan yang lain diruang kelas, seminggu 2 kali yaitu hari
senin dan kamis, diberi pelajaran tentang pancasila dan kewarganegaraan dan hukum
oleh petugas Rutan, kadang ada juga dari petugas lain seperti DIKNAS dan juga
mengikuti upacara bersama dilapangan pada hari-hari besar Nasional.5
c. Pembinaan mental rohani
Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan yang Esa, sehingga narapidana dapat menyadari akibat-
akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah, pembinaan ini diikuti oleh
narapidana yang telah menjalani 1/3-1/2 masa pidana atau pada pembinaan tahap I.
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan sabtu pukul 09:00 WIB, untuk
yang beragama Islam,sedangkan untuk yang beragama kristen diadakan setiap hari
selasa dan kamis. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam yang berupa
pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjama’ah, pendalaman agama, untuk
5Ahmad Arif (17 tahun), Narapidana, Wawancara , Bima, 12 April 2017
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kegiatan agama lain ada kegiatan gereja secara rutin, serta kegiatan-kegiatan hari-hari
besar keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Amin (28 tahun/Narkotika):
“Yang beragama Islam seminggu 3 kali yaitu hari senin, rabu dan sabtu, yang
beragama lain seminggu 2 kali yaitu hari selasa dan kamis, yang beragama Islam ada
kegiatan pengajian, dzikir bersama, sholat berjamaah, pendalaman agama, untuk yang
agama lain seperti kegiatan Gereja serta kegiata-kegiatan hari-hari besar keagamaan,
petugas yang membina dari petugas Rutan dan juga dari luar seperti Ustad atau Kiyai
dan dari Departemen Agama.6
Adapun pembelajaran yang diberikan oleh narapidana yang beragama Islam
agar diberikan ceramah mengenai ketakutan kepada Allah diberikan siraman rohani
agar rasa takut untuk membuat tindak kejahatan bukan hanya sekedar takut akan
dipenjara akan tetapi takut kepada Allah atas segala yang ia perbuat sebagai contoh
narapidana melakukan pembunuhan, maka dia diberikan siraman rohani/ceramah
bahwa sanya didunia yang melakukan pembunuhan maka azab Allah diakhirat akan
diberikan kepadanya maka tempatnya dineraka jahannam kekal abadi kecuali bagi
orang-orang yang momohon ampunan dan tidak melakukan lagi hal seperti itu.
Sebagaimana Qs. An-Nisa: 93:
                
                  
             
6Abdul Amin (28 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 12 April 2017
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                 
                  
                  
             
Terjemahnya :
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[336]. jika ia
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka
dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari
pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan
Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.7
Dari ayat di atas syait utsaimin menyimpulkan bahwa ada 5 ancaman atau bentuk
hukuman yang allah siapakan bagi siapa saja yang mmbunuh seorang mukmin tanpa
berdosa :
1. Ditempatkan didalam neraka jahannam selam-lamnya
2. Allah mumurkainya
3. Allah melaknaknya
7Kementrian Agama Refublik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 122.
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4. Dipersiapkan siksa yang pedih bagi orang yang sengaja membunuh orang
beriman, karena dia telah munumpahkan darah yang haram
5. Dijadikan agama terasa sempit baginya dan dadahnya pun menjadi sesak,
hingga ia terpisah dari agamanya secara sempurna dan termasuk penguni
neraka yang kekal di dalamnya.
Dari Azab Allah swt di atas maka dari itu narapidana harus diberikan siraman
rohani/ceramah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan
pembunuhan, bukan hanya pembunuhan semua tindak kejahatan dihadapan Allah
sangat dibenci, maka dari itu narapidana harus takut kepada Allah swt. Supaya ia
berpikir dalam berbuat tindak kejahatan.
d. Pembinaan jasmani (olahraga)
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana
sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh para narapidana, pembinaan ini
dilaksanakan pada tahap pembinaan I. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: senam
pagi, bulutangkis Seperti yang diungkap oleh Nurcholis (33 tahun/penipuan)
“pembinaan jasmani atau olahraga , ada senam pagi setiap hari sabtu pukul
07:30-08:30 senam pagi ini wajib diikuti oleh semua narapidana, untuk olahraga
pilihan ada setiap hari selasa dan rabu pukul 15:00-17:00 bulu tangkis setiap hari
Kamis dan Jum’at pukul 15:00-17:00, kadang petugas Rutan ikut juga bermain
bersama-sama.8
8Nurcholis (33 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 13 April 2017
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e. Criminion
Criminion adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana untuk
bagaimana cara berkomunikasi kepada orang lain, tentang bagaimana melatih mental
dan cara bersikap. Seperti yang diungkapkan oleh Mifthakul Ni’am (34
tahun/pembunuhan):
“Kegiatan Criminion dilaksanakan sebulan sekali, kami semua dikumpulkan
menjadi satu, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan,
bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari luar seperti
tokoh masyarakat atau pegawai pemerintahan.9
f. Asimilasi (pembauran dengan masyarakat)
Pembinaan dibidang ini dapat diakatan juga sebagai pembinaan kehidupan
sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana dapat mudah
diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya, namun tidak semua narapida dapat
mengikuti kegiatan ini, hanya narapidana yang mempunyai perilaku baik dan telah
mejalani ½-2/3 masa pidana. Seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Adam (40
Tahun/pemerasan):
“Untuk kegiatan asimilasi , diberitahu dulu jadwalnya oleh petugas beberapa
hari sebelum pelaksanaannya, biasanya hanya narapidana tertentu saja yang bisa
mengikutinya. Yaitu narapidana yang memiliki perilaku baik, kegiatannya yaitu kerja
9Mifthakul Ni’am (34 tahun), Narapidana, Wawancara, Bima, 13 April 2017
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bakti diluar Rutan, olahrga diluar Rutan dan ibadah diluar Rutan, dikawal oleh polisi
dan petugas Rutan.10
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan asimilasi meliputi
kerja bakti diluat Rutan, beribadah diluar Rutan dan berolahraga diluar Rutan.
Kegiatan ini bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi dengan masyarakat karena
bagamanapun juga narapidana adalah manusia jadi tidak boleh diasingkan dari
kehidupan masyarakat.
Untuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba
Bima memiliki program kerja yaitu:
1) Pembinaan Kerja
Pembinaan ini bertujuan untuk memberi keterampilan kepada
narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata pencaharian,
pembinaan ini dilaksanakan pada tahap I pembinaan atau setelah narapidana
menjalani 1/3-1/2 masa pidana, kegiatan yang dilaksanakan berupa pertanian,
tukang kayu, montir. Seperti yang diungkapkan  oleh Sumadi (25
Tahun/perampokan):
“Untuk pembinaan kerja ada kegiatan perbengkelan dan pertukangan,
dalam kegiatan ini diajari serta disutuh praktek cara memperbaiki mesin dan
memnbuat meja oleh petugas Rutan , ada juga narapidana yang sudah bisa
diminta untuk membantu mengajari yang lain, kegiatan ini dilaksanakan
seminggu 2 kali yaitu pada hari rabu dan jum’at.11
10Ahmad Adam (40 tahun), Narapidana, wawancara, Bima, 14 April 2017
11Sumadi (25 Tahun),  narapidana ,Wawancara, Bima, 18 April 2017
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2) Pembinaan Kesadaran Hukum
Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap
tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka
ditempatkan di dalam Rutan, sangat diharapkan warga binaan pemasyarakatan
mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati
peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga
binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba
Bima adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali
menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah
Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima.
Kewajiban warga binaan pemasyarakatan selain menaati dan
mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Rutan Klas IIB Raba Bima
adalah sebagai berikut:
a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dengan kepercayaan masing-masing serta
memelihara kerukunan beragama di lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Raba Bima
b) Mengikuti seluruh kegiatan yang telah diprogramkan
c) Patuh, taat, dan hormat kepada seluruh petugas
d) Memelihara kerapian dalam berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
e) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian
3. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana
Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai institusi yang menampung dan
melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana) hendaknya harus
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan
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atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Rumah
Tahanan Negara menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi
Rumah Tahanan Negara sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, secara
umum jumlah penghuni di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
seluruh Indonesia telah melebih daya tampung yang semestinya (over kapasitas).
Secara umum, Rumah Tahanan Negara mengalami beberapa faktor yang
dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbangnya penghuni terhadap
Rumah Tahanan Negara, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di
beberapa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan
ditubuh Rumah Tahanan Negara tidak dapat teratasi dengan mudah mengingat
minimnya dana untuk membuat Rutan dan Lapas yang baru dan terbatasnya lahan
yang bisa digunakan membuat Rumah Tahanan Negara dan Lembaga
Pemasyarakatan baru.
Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yang dipilih sebagai tempat
penelitian merupakan salah satu Rutan yang mengalami keadaan over kapasitas
hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi
narapidana. Permasalahan over kapasitas menjadi sulit diatasi mengingat tingginya
tingkat kriminalitas dan keterbatasan dana untuk membuat Rutan dan Lapas yang
baru, mengingat Lembaga Pemasyarakatan di Mataram yang mengalami over
kapasitas maka pembinaan narapidana dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Raba Bima melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah suatu
hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Rumah
Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesa. Rumah Tahanan Negara
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(Rutan) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan para
narapidana sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.
Faktor-faktor penghambat lainnya di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba
Bima yaitu:
a. Keadaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yang mengalami over
kapasitas (tidak memadai daya tampung Rumah Tahanan Negara dibandingkan
jumlah warga binaan pemasyarakatan) Rumah Tahanan Negara memiliki
kapasitas daya tampung sebanyak 150 orang sedangkan jumlah jumlah Warga
Binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima hingga
saat ini 277 orang.
b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan.
c. Kurangnya tenaga pengajar pembinaan, hal ini berkaitan dengan kurangnya
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Raba Bima.
d. Hambatan yang lain yaitu masih kurangnya jumlah petugas Rutan jika
dibandingkan dengan jumlah narapidana tak sebanding karena jumlah petugas
Rutan Klas IIB  Raba Bima hanya 43 orang sedangkan jumlah narapidana hingga
april 2017 sebanyak 277 orang.  Jadi dibutuhkan petugas dari berbagai bidang
yaitu psikologi, dokter umum, dan lain-lain . karena tidak mudah untuk mengatasi
atau membimbing narapidana yang jumlahnya begitu banyak dan mempunyai
latar belakang yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Anwar (43
Tahun/satuan keamanan).
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“jumlah personil petugas yang masih kurang, khususnya dipos penjagaan
setiap pos itu idealnya 3 orang ini hanya 2 orang, bagian lain juga kekurangan seperti
tenaga kesehatan untuk merawat narapidana ketika sakit.12
12Anwar (42 tahun) , Kesatuan Keamanan Rutan Klas IIB Raba Bima , Wawancara, Bima, 19
April 2017.
84
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik
suatu kesimpulan bahwa kondisi pembinaan terhadap warga binaan
pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima dapat
dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan
keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembinaan, keadaan Rutan yang
mengalami over kapasitas, kurangnya petugas Rutan dibidang pembinaan
serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sehingga sistem
pemasyarakatn tidak berjalan baik di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba
Bima.
2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang muncul selama pembinaan
narapidana memiliki banyak masalah karena sumber daya manusia yang tidak
memenuhi kekurangan peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu
juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat
untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena
dari semuanya itu tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi
penyebab tidak aman dan tertib keadaan didalam penjara. Bukan hanya
persoalan di sumber daya manusia, danapun menjadi faktor utama yang
menunjang untuk pelaksanaan pembinaan narapidana adapun hal yang paling
penting dalam hambatan pembinaan narapidana adalah kurangnya jumlah
petugas Rutan jika dibandingkan dengan jumlah narapiadana tak sebanding
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karena jumlah petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima hanya 43
orang sedangkan jumlah narapidana hingga april 2017 sebanyak 208 orang.
3. Saran
1. Agar pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Neagara Klas
IIB Raba Bima dapat berjalan dengan maksimal perlu adanya sarana dan
prasarana yang memadai, untuk mencapai tujuan dari sistem
pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun
1995 tentang pemasyarakatan, maka upaya dapat dilakukan terhadap
pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Raba Bima yaitu:
penambahan tenaga pengajar program pembinaan keterampilan, sosialisasi
kepada masyarakat agar dapat merubah sigma terhadap warga binaan
pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di
masyarakat.
2. Diharapkan agar selama pembinaan narapidana tercukupi sumber daya
manusia, memenuhi segala kekurangan peralatan dan fasilitas dan
memperbaiki segala peralatan yang rusak agar pelaksanaan pembinaan
bisa berjalan dengan lancar. Sumbangan dana dari pemerintah juga
merupakam faktor penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dan
juga menambahkan jumlah anggota petugas Rutan agar sebanding dengan
jumlah narapidana yang ada.
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